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“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena dengan berkah 
dan limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga skripsi yang berjudul “Peran 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Parepare Dalam Menerapkan 
Asas Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Fiqh dan Undang-Undang 
Perlindungan Anak)” ini dapat penulis selesaikan. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah bukanlah 
suatu hal yang mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan 
skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, 
saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. 
Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai 
dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun 
dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi 
dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, 
baik material maupun moril. 
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A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengantitikdiatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ̒ Apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ̓̓ Apostrof 
ى Ya y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 




Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau 
monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َا fatḥah A a 
 ِا Kasrah I i 
 ُا ḍammah U u 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau Au a dan u 
 Contoh: 
@AB : kaifa 
ل Dھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama Hurufdantanda Nama 
 َي… /  َا …. Fatḥah dan alif atau yā̓̓ Ā a dan garis di atas 
ي Kasrah dan yā Ī i dan garis di atas 
و ḍammah dan wau Ū u dan garis di 
atas 
Contoh: 
ت KL : māta 
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MLر : ramā 
OAP : qīla 
ت DST : yamūtu 
4. Tāmarbūṭah 
Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan 
tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tāmarbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل KVط Xا Z[ ور : rauḍah al-aṭfāl 
Z^[ KV_ا Z`TaS_ا : al-madīnah al-fāḍilah 
ZSbc_ا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
K`dر : rabbanā 
K`Aef : najjainā 
gc_ا : al-ḥaqq 
hif : nu”ima 
وak : ‘duwwun 
 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ـــــn ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
o^k : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
odpk : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
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6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
( - ). 
Contoh : 
rSs_ا : al-syamsu (bukanasy-syamsu) 
Z_ t_اt_ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ZVu^V_ا : al-falsafah 
دwx_ا : al- bilādu 
 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia 
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab iaberupaalif. 
 
Contoh : 
نوpLKz : ta’murūna 
عD`_ا : al-nau’ 
ءoﺷ : syai’un 
تpLا : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang LazimdigunakandalamBahasa Indonesia 
 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari saturangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh.Contoh: 
 FīẒilāl al-Qur’ān 
 Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
xiv 
 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
ﷲ Tدdīnullāhﷲ Kdbillāh 
Adapuntā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 h^_ا ZSر o  hum fīraḥmatillāh 
10. HurufKapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bilanama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 
(CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 Abū Naṣr al-Farābī 
 Al-Gazālī 
 Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
 Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 




 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahūwata’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 
a.s.  : ‘alaihi al-salām 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : SebelumMasehi 
l.  : Lahirtahun (untuk orang yang masihhidupsaja) 
w.  : Wafattahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
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  Pokok masalah peneliti ini adalah Peran Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Parepare Dalam Menerapkan Asas Sistem Peradilan 
Pidana Anak (Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Perlindungan Anak) pokok 
masalah tersebut di-breakdwon ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan 
penelitian yaitu : 1) Bagaimana tugas dan tanggung Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Parepare dalam menerapkan asas sistem peradilan anak? 2) 
Bagaimana pola pengasuhan anak dalam pandangan fuqaha? 3) Bagaimana 
tinjauan fiqh dan undang-undang perlindungan anak terhadap peran LPKA Kelas 
II Parepare dalam menerapkan asas sistem peradilan pidana anak? 
  Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian filed research. Adapun 
sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu 
mengelola data primer yang bersumber dari LPKA Kelas II Parepare. 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tugas dan tanggung jawab 
LPKA Kelas II Parepare dalam menerapkan asas sistem peradilan pidana anak 
sudah sudah efektif terlihat dari asas sisitem peradilan pidana anak seperti halnya 
asas perlindungan, non diskriminasi, dan keadilan, kepentingan terbaik anak, 
penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 
anak serta pembinaan dan pemingbingan anak, 2). Dalam perspektif Fiqh 
dikatakan oleh ulama Hanafiyah yang mendefinisikan hadhanah adalah usaha 
mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuhnya, 3). 
Tinjauan fiqh dan Undang-Undang perlindungan anak sudah sesuai dengan apa 
yang diinginkan dalam fiqh dan Undang-Undang perlindungan anak terlihat dari 
hadhanah dan perlindungan yang diberikan oleh petugas kepada narapidana anak. 
  Implikasi penelitian yaitu 1) LPKA Kelas II Parepare mestinya 
memberikan pendidikan, keterampilan kepada narapidana anak untuk 
kelangsungan dan tumbuh kembang anak. 2) meningkatkan jumlah fasilitas sarana 
guna menunjang pembinaan agar program pembinaan dapat dilaksanakan dengan 
optimal. 3) LPKA Kelas II Parepare seharusnya hanya dihuni oleh narapidana 














A. Latar Belakang 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu salah satu institusi penegak 
hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana 
penjara kepada para terpidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit 
pelaksana teknis dibawah direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Sebelum dikenal istilah 
lapas di Indonesia, orang-orang sering menyebutnya dengan istilah penjara. 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dijadikan sebagai wadah untuk 
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik  pemasyarakatan (pasal 1 
Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan).  
Lembaga pemasyarakatan untuk anak sekarang telah berganti menjadi 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan tempat untuk 
membina dan mendidik anak  (undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 
Peradilan Anak). Bagi anak yang menjalani proses peradilan (menjalani masa 
pidananya/anak yang dijatuhi pidana penjara) ditempatkan di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini sesuai dengan pasal 85 UU SPPA yang 
berbunyi: 
1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA 
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh 
pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan 
pelatihan , serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
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3. UU SPPA yang menyatakan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, 
pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
4. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk 
menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
5. Balai pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
Program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada anak 
dilakukan oleh petuga-petugas lembaga pembinaan. Petugas lembaga pembinaan 
ini disebut juga dengan wali, yang diberikan tugas tambahan sebagai orang tua  
pengganti selama anak dibina. Lembaga pembinaan khusus anak tidak hanya 
bertugas memberikan pembinaan, namun juga dituntut mampu menumbuhkan 
rasa percaya diri pada anak   dengan pola pembinaan yang dilaksanakan. 
Kepercayaan diri akan tumbuh jika anak didik tersebut diberikan format yang 
efektif dan menyentuh kesadarannya. Rasa percaya diri anak  yang tumbuh akan 
menentukan berhasil tidaknya ia kembali kedalam masyarakat. Sehingga 
pembinaan dan pengasuhan anak dalam LPKA sangat diperlukan.  
Dalam perspektif fikih, pengasuhan anak dikenal dengan istilah hadhanah 
yang merupakan segala kegiatan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-
laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, dengan 
tujuan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik 
jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup 
dan memiliki tanggungjawab, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Hanafiyah 
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yang mendefinisikan hadhanah adalah usaha mendidik anak yang dilakukan oleh 
orang yang mempunyai hak mengasuhnya.1 
Hal tersebut  juga sejalan dengan aturan perundang-undangan pasal 13 
ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi setiap 
anak selama dalam pengasuhan orang tua atau wali, atau pihak lain mana pun 
yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 
perlakuan seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, 
penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, serta 
perlakuan salah lainnya.  
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 14 yang 
menyatakan bahwa: 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, 
kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 
pertimbangan terakhir; 2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1, anak tetap berhak: a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara 
tetap dengan kedua orang tuanya, b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, 
pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang 
tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c) Memperoleh 
pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, d) Memperoleh hak anak lainnya. 
Dengan demikian, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan 
Pidana Anak yang meliputi perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan 
terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan 
tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, 
                                                          





perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran 
pembalasan. 
Asas-asas yang ada secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini tentunya tugas Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan mampu menerapkan asas Sistem 
Peradilan Pidana salah satu diantaranya adalah Keadilan. Wujud dari suatu 
keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Hak dan 
kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana  perlu mendapat bantuan dan 
perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus 
diperlukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan 
kemampuannya pada usia tertentu.2 Salah satu hak yang wajib didapatkan anak 
adalah mendapatkan pendidikan. 
Pendidikan dan pengajaran tersebut merupakan pengembangan untuk 
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya hal ini 
sesuai dengan pasal 9 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hal 
tersebut juga sejalan dengan aturan UU Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 85 
ayat 2 yaitu berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, 
pendampingan, pendidikan dan pelatihan , serta hak lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Dengan demikian anak yang berada dalam LPKA juga 
berhak mendapatkan pendidikan yang layak serta mendapatkan sarana dan 
prasarana yang memadai. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab 
pemerintah yang harus mendapatkan perhatian lebih. Dengan  diterapkannya asas 
Sistem Peradilan Pidana Anak di LPKA maka perlindungan hak-hak anak dapat 
terjamin. Namun, jika terbatasnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya 
                                                          
2Wagiati Sutedjo, Efektifitas Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kelas II-A (Tanjung Gusta: Medan, 2009), h. 10. 
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petugas yang professional akan menyebabkan ketidak maksimalan dalam 
pembinaan yang dapat menjadi faktor penyebab anak dapat  melakukan kejahatan 
lagi setelah kembali ke masyarakat.3  
Berdasarkan data yang didapatkan, diketahui didalam LPKA Kelas II 
Pare-Pare ini sendiri terdapat sekitar 25 anak, didominasi oleh kasus 
penyalahgunaan narkotika, pencurian dan asusila. Hanya saja, saat ini pihaknya 
masih kekurangan tenaga  untuk memaksimalkan pelaksanaan program-program 
kerja.. Meskipun pihaknya mengakui hingga saat ini masih terkendala pada 
masalah SDM, regulasi serta sarana dan prasarana yang juga dirasa belum 
memadai. Hal tersebut harus diperhatikan, pembinaan terhadap anak harus 
menjadi perhatian yang besar, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa 
dan mempunyai pemikiran yang masih labil maka harus dibina dengan baik agar 
berguna bagi nusa dan bangsa. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan melakukan 
penelitian yang berjudul ” Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
Kelas II Pare-Pare dalam Menerapkan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak 
(Perspektif Fikih dan Undang-Undang Perlindungan Anak)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus Penelitian ini adalah Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) Kelas II Pare-Pare dalam Menerapkan Asas Sistem Peradilan Pidana 
Anak (Perspektif Fikih dan Undang-Undang Perlindungan Anak). 
2. Deskripsi Fokus 
a. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
                                                          
3Aditya Maisa, Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kelas II B Tanjung Pati dalam jurnal online, Rabu, 15 April 2015. 
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b. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak 
c. Fikih 
d. Undang-Undang Perlindungan anak 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Peran Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) 
Tugas dan Tanggung jawab 
lembaga  pembinaan bagi anak yang 
menjalani masa pidananya 
Asas Sisitem Peradilan Pidana 
Dasar dalam perlindungan, 
keadilan dan pembinaan 
Fikih 
Terkhusus dalam pola 




Segala hal yang melindungi 
hak anak 
 
C. Rumusan Masalah 
Agar suatu penelitian lebih terfokus dan mengarah sesuai dengan tujuan 
penelitian, maka perlu dirumuskan bersamaan masalah-masalah yang diteliti. 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Menerapkan Asas Sistem Peradilan 
Pidana Anak (Perspektif Fikih dan UU Perlindungan Anak) ? .Berdasarkan pokok 
masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana tugas dan tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) Kelas II Pare-Pare dalam menerapkan asas sistem  peradilan 
pidana anak? 
2. Bagaimana Pola Pengasuhan Anak dalam Pandangan Fuqaha? 
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3. Bagaimana Tinjuan Fikih dan UU Perlindungan Anak terhadap Peran 
LPKA Kelas II Pare-Pare dalam Menerapkan asas Sistem Peradilan 
Pidana Anak? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan 
dasar, antara lain : 
1. Eric Lambue Tampubolon “Evektivitas Pembinaan Narapidana Anak di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. Tahun 2017. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari 
efektivitas pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusu 
Anak Pekanbaru ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi 
pembinaan narapidana anak, yaitu sarana dan prasarana yang ada di LPKA 
masih terdapat kekurangan. Sarana dan prasarana yang ada tidak dapat 
mendukung program pembinaan minat danbakat secara keseluruhan, 
khususnya pada bidang seni dan music. Tidak adanya perhatian dari 
pemerintah merupakan salah satu penyebab dari kurangnya sarana dan 
prasarana. 
2. Yulianto “Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem 
Peradilan Pidana Anak”. Tahun 2016.Metode Penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif, dengan pendekatan Yuridis-empiris. Jenis penelitiannya 
adalah deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi di 
LPKA. Hasil penelitian penelitian merekomendasikan perlu menyiapkan 
petugas dari berbagai disiplin ilmu yang terampil dan menguasai bidang 
psikolog dan kriminolog 
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3. Serli Herlintono “Kajian Putusan Perkara Hadhanah Ditinjau Dari 
Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak”. Tahun 2016. Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan 
melakukan pengkjian tehadap aturan-aturan yang berlaku berkaitan dengan 
pengasuhan anak ( hadhanah) pada perkara Nomor. 34/pdt.G/2014/ Pa.crp 
tentang perkara Hadhanah. Pada putusan perkara tersebut petimbangan 
hakim dalam memutuskan perkara yaitu berdasarkan  kaidah hukum dalam 
memutuskan perkara yaitu berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasl 105. Dalam kasus ini  hakim kurang memperhatikan peraturan 
perundang undangan perlidungan anak. Salah satunya bahwa anak harus 
dipenuhi kebutuhan hidupnya berupa pangan. Namun pada putusan 
tersebut hanya yang berhak memelihara hak anak adalah ibu. 
4. Christian Meldiny “Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam 
Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman”. Tahun 2013. 
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif. 
Hasil Penelitian Tugas dan fungsi lapas dala merehabilitasi anak adalah 
pengayoman, persamaan dalam perlakuan dan pelayanan terhadap anak 
binaan, pendidikan, bimbingan, menghormati harkat dan martabat 
manusia. 
5. Analiansyah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan 
Dengan Hukum ( Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Di 
Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). Tahun 2015.Metode penelitian ini 
adalah kualitatif. Hasil penelitian dimana UU No.11 Tahun 2012 belum 
sepenuhnya memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan 




Hal yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya, penulis mencoba mengaitkan peran lembaga pembinaan khusus anak 
dalam menerapkan asas sistem peradilan pidana anak salah satu asas sistem 
tersebut adalah perlindungan dan pembinaan dalam hal memberikan pendidikan 
serta sarana dan prasarana yang layak untuk tumbuh kembang anak . 
Dalam hal ini juga penulis mengaitkan peran lembaga pembinaan khusus 
anak dalam pandangan fuqaha dan  uu perlindungan anak, tentunya dalam hal ini 
anak yang berada di lpka pola pembinaan yang duberikan petugas sesuai dengan 
pandangan fuqaha dan uu perlindungan anak. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang 
menjadi tujuan penelitian  yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui sejauh mana tugas dan tanggung jawab Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pare-Pare dalam menangani 
peradilan pidana anak. 
b.  Untuk mengetahui Pola Pengasuhan Anak dalam pandangan Fuqaha. 
c.  Untuk mengetahui tinjauan Fikih dan UU Perlindungan Anak terhadap Peran 
LPKA Kelas II Pare-Pare dalam Menerapkan Asas Sistem Peradilan Pidana 
Anak 
2. Kegunaan penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat 
memberikam kegunaan sebagai berikut: 
a. Secara Teoretis 
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi 
bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Peran Lembaga Pembinaan 
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Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pare-Pare dalam Menerapkan Asas Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Perspektif Fikih dan Undang-Undang Perlindungan 
Anak). 
b. Secara Praktis 
1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. 
2) Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulisan dalam karya 
ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk memaparkan dan 
memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima dalam perkuliahan. 
3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait 
Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pare-Pare 
dalam Menerapkan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Fikih 






A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
1. Pengertian LPKA 
Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara 
ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana 
dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, 
pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) 
kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No.3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak ( UU pengadilan Anak). Berdasarkan pasal 1 angka 20 
UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau tempat perubahan sistem menjadi 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini 
paling lama 3 (tahun). Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas 
LPKA wajib mengedepankan asas sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi : 
a. Perlindungan 
Yang dimaksud dengan “perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat 
langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik 
atau psikis. 
b. Keadilan 
Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus 
mencerminkan rasa keadilan bagi anak. 
c. Non diskriminasi 
Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan 





budaya dan bahasa, status hokum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik 
atau mental. 
d. Kepentingan terbaik anak 
Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik anak”adalah segala 
pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan 
tumbuh kembang anak. 
e. Penghargaan terhadap pendapat anak 
Penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak anak untuk 
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, 
terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak. 
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak 
Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang 
paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga dan orang tua. 
g. Pembinaan dan pembimbingan anak 
Pembinaan dan pembimbingan anak adalah kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan 
perilaku, pelatihan keterampilan, profersional, serta kesehatan jasmani dan rohani 
anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. 
Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan 
untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profersional, serta 
kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. 
h. Proporsional 
Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan 





i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir 
Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah  adalah pada 
dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna 
kepentingan penyelesaian perkara. 
j. Penghindaran pembalasan 
Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan 
dalam proses peradilan pidana. 
2. Hak-Hak Anak dalam LPKA 
Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban 
seimbang .hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu 
mendapat bantuan dari perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban 
bagi anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, 
keadaan social dengan kemampuannya pada usia tertentu. 
Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting, anak 
berhak mengetahui tentang tindak pidana yang disangkakan dan berhak 
didampingi oleh penasihat hokum pada setiap tahap peradilan pidana. Penanganan 
kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari tahap 
penyidikan ( tersangka), penuntutan (terdakwa), persidangan sampai pada 
pelaksanaan pidana (terpidana). Hal ini sangat merugikan anak. 
Pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa “ anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, 
pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya pasal 85 ayat 9 (3) menyatakan 
bahwa” LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, 






Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib 
memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur 
dalam pasal 3 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana yang meliputi: 
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 
dengan umurnya 
b. Dipisahkan dari orang dewasa 
c. Memperoleh bantuan hokum dan bantuan lain secara efektif 
d. Melakukan kegiatan rekreasional 
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak 
manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya 
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup 
g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan 
dalam waktu yang paling singkat 
h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, 
dan dalam siding yang tertutup untuk umum 
i. Tidak dipublikasikan identitasnya memperoleh pendampingan orang 
tua/wali/pengasuh dan yang dipercaya anak 
j. Memperoleh advokasi social 
k. Memperoleh kehidupan pribadi 
l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat 
m. Memperoleh pendidikan 
n. Memperoleh pelayanan kesehatan 





Petugas LPKA harus pula memperhatikan hak anak yang sedang 
menjalani pidana sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak yang meliputi : 
1) Mendapat pengurangan masa pidana 
2) Memperoleh asimilasi 
3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga 
4) Memperoleh pembebasan bersyarat 
5) Memperoleh hak hak lain sesuai ketentuan 
3. Proses Pembinaan Anak dalam LPKA 
Berdasarkan penjelasan Undang-undang SPPA, Pembinaan adalah 
kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta 
kesehatan jasmani dan rohani Anak baik didalam maupun diluar proses peradilan 
pidana. 
a. Tahap Proses Pembinaan Awal 
Tahapan pembinaan awal dimulai sejak anak baru diterima di LPKA 
hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil 
Litmas. Tahap pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari 
kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan 
sebagaimana telah diuraikan dalam proses registrasi sebelumnya. Setelah 
dilakukan registrasi, masih dalam proses tahapan pembinaan awal dilakukan 
langkah-langkah sebagai berikut.1 
                                                          
1Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, tanpa tahun terbit, Pedoman Perlakuan 







b. Penelitian Kemasyarakatan dan Asesmen 
Penelitian kemasyarakatan disusun oleh pembimbing kemasyrakatan. 
Setiap anak wajib dilakukan penelitian kemasyarakatan di LPKA dilakukan oleh 
pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan merupakan proses 
pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh pembimbing 
kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan didalmnya mencakup juga hasil 
profiling dan asesmen yang dilakukan oleh assessor yang didalamnya ada 
rekomendasi kepada kepala LPKA untuk disampaikan kepada pembimbing 
kemasyarakatan. 
c. Klasifikasi (penempatan dan intensivitas pengawasan) 
Untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, pada saat 
masa penamatan dan pengenalan lingkungan palinglama 1 (satu) bulan, maka 
anak wajib dipindahkan ke dalam kamarnya masing_masing. Penempatan anak 
sebagaimana dimaksud harus memperhatikan:  a) rekomendasi litmas, (asesmen 
risiko dan kebutuhan), b) pengolongan usia, jenis kelamin, status 
penahanan,pengulangan tindak pidana dan kewarganegaraan, c) dalam hal 
terdapat kondisi khusus, maka penempatan anak memperhatikan perhatian khusus. 
d. Perencanaan Program 
Untuk kepentingan perencanaan program , pk menyusun rekomendasi 
berdasararkan hasil litmas. Rekomendasi litmas berupa klasifikasi dan 
perencanaan program pembinaan, rekomendasi perencanaan program yang dibuat 
oleh PK disampaikan kepada kepala LPKA untuk siding TPP,dimana siding TPP 
wajib mempertimbangkan rekomendasi Litmas mengenai hal-hal yang terdiri dari 
rencana klasifikasi, rencana penempatan lanjutan, rencana program pembinaan 
dan rencana pemberian asimilasi jika telah memenuhi persyaratan asimilasi. Anak 





memperhatikan kesediaan dan kemampuan Anak untuk mengikuti program. 
Apabila anak tidak memiliki minat pada program pendidikan maka anak wajib 
diarahkan kepada program pembinaan kemandirian. 
e. Sidang Tpp 
Salah satu tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan di LPKA adalah memberi 
saran dan dapat mempertimbangkan kepada kepala LPKA menegenai bentuk 
program bagi anak. Dalam melakukan tugas tersebut, TPP mempunyai fungsi 
untuk melakukan siding TPP. 
Rekomendasi hasil perencanaan program yang sudah dibuat sebelumnya 
wajib dijadikan bahan pertimbangan oleh TPP untuk memutuskan program yang 
tepat bagi anak. Dalam melaksanakan siding TPP perlu diperhatikan mengenai 
Susunan keanggotaan TPP di LPKA dimana terdiri dari ketua, sekretaris dan 
anggota dalam hal ini wali/pengasuh anak. 
f. Pelaksanaan Program Pembinaan 
Berdasarkan hasil keputusan siding TPP yang telah disetujui oleh Ka. 
LPKA maka program pembinaan anak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan program 
harus memperhatikan manajemen operasional program yang terdiri darri kesiapan 
anggaran, ketersediaan anak yang akan mengikuti program pembinaan, kesiapan 
petugas pemasyarakatan dan tenaga instruktur yang telah memenuhi kompetensi 
dan kualifikasi, sarana dan prasarana pembinaan dan jadwal program. 
Dalam hal program dilaksanakan dengan mitra kerjasama, petugas LPKA 
terlebih dahuli dapat membuat daftar mitra kerjasama, baik pemerintah maupun 
swasta, yang dapat diajak bekerjasama dalam menyelenggarakan program 
pendidikan bagi anak di LPKA. Penentuan mitra kerjasama wajib 





Kesepakatan kerja sama dengan pihak ketika wajib mengatur mengenai 
hubungan kerjasama, jangka waktu  kerjasama, tata cara kerjasama peran masing-
masing pihak.Tugas LPKA dalam pelaksanaan program pendidikan lebih bersifat 
fasilitatif yaitu menyiapkan sarana prasarana serta peserta didik. Dalam 
pelaksanaan program belajar mengajar yang harus diperhatikan adalah petugas 
LPKA tidak memberikan pembelajaran kecuali petugas tersebut merupakan 
tenaga fungsional guru/ tutor. 
Dalam pelaksanaan program, petugas LPKA wajib melakukan monitoring 
dan evaluasi program pendidikan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan 
program terhadap perkembangan perilaku anak. 
g. Pengasuhan Pemasyarakatan 
Disetiap lembaga harus ditunjuk beberapa wali/Pengasuh yang terlatih 
secara khusus petugas dari bagian pembinaan, diangkat oleh kepala untuk 
mengurus anak-anak dan memberikan dukungan pelaksanaan rencana program 
pembinaan dan perawatan yang disiapkan oleh manejer kasus untuk 
individualisasi perawatan anak. Lebih mungkin jika memiliki latar belakang 
pendidikan psikolog atau pekerja social. 
Peran wali/ Pengasuh membantu anak untuk mengidentifikasi dan 
memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam rencana manajemen kasus, dan juga 
dalam mengajukan permohonan cuti atau untuk proses keluhan, pembebasan lebih 
awal, dan untuk membantu anak pada umumnya untuk setiap kebutuhan yang 
dapat di identifikasi 
Wali/pengasuh harus diangkat dengan rasio wajar untuk jumlah anak-
anak, setidaknya satu wali/pengasuh per 10 anak-anak. Selain itu, harus ada 
setidaknya dua wali/pengasuh secara penuh waktu di LPKA (shift) untuk 





Wali/ pengasuh harus memeriksa masing-masing anak-anak mereka dan 
membuat catatan atas kemajuan masing-masing anak setiap minggunya dalam 
berkas anak. Catatan ini adalah untuk ditinjau ulang pada pertemuan bulanan yang 
dilakukan wali/pengasuh. Dalam hal ini juga wali/pengasuh diawasi oleh pejabat 
pada bagian pembinaan dan bertanggung jawab kepada kepala LPKA. 
h. Pelaporan Pelaksanaan Program Pembinaan. 
Manajemen penyelenggaraan program secara keseluruhan meliputi 
evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program di antaranya evaluasi 
manajemen operasional pelaksanaan program terdiri dari pengguna anggaran, 
jumlah dan kualifikasi anak yang telah mengikuti program pembinaan, 
kompetensi dan kualifikasi petugas pemasyarakatan dan tenaga instruktur, sarana 
dan prasarana pembinaan, dan jadwal program. 
i. Pengawasan Program Pembinaan Anak 
Pengawasan tersebut dilakukan oleh wali/pengasuh, pejabat atasan 
langsung di LPKA dan pembimbing Kemasyarakatan. Pengawasan oleh 
wali/pengasuh secara intensif melakukan pengawasan langsung terhadap anak 
selama mengikuti kegiatan pembinaan. Sedangkan  Pengawasan oleh pejabat 
atasan langsung melakukan pengawasan terhadap keseluruhan penyelenggaraan 
program dan melaporkan kepada kepala LPKA. 
j. Tahap Pembinaan Lanjutan2 
Tahap  pembinaan lanjutan dan asimilasi dilakukan melalui kegiatan 
membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungkungan di luar 
LPKA. Tahapan pembinaan lanjutan dihitung dari 1/3 sampai ½ masa pidana. 
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Dalam hal mencapai 1/3 masa pidana namun berdasarkan hasil pengawasan  pk 
dan penelitian kemasyrakatan anak sudah menunjukkan perubahan perilaku maka 
anak didik dapat diberikan asimilasi. Penghitungan ½ masa pidana diberikan 
selama anak masih berusia dibawah 18 tahun. 
k. Jenis Pembinaan Anak 
Pembinaan anak terdiri dari pembinaan kepribadian, keterampilan dan 
pendidikan. Pembinaan kepribadian terdiri dari kegiatan pembinaan kerohanian, 
kesadaran jasmani, kesadaran hukum kesadaran berbangsa dan bernegara dan 
kegiatan lainnya. Pembinaan keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan 
pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan teknologi informasi (IT) dan 
kegiatan lainnya. Sedangkan pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA 
terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal terdiri dari 
pendidikan wajib belajar 9 tahun/SD,SMP, dan SMA, sedangkan pendidikan non 
formal mencakup kejar paket A untuk tingkat SD, paket B untuk tingkat SMP dan 
paket C untuk tingkat SMA. 
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
1. Pengertian dan Batas Usia Anak 
Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan 
karakteristik dengan orang dewasa. Hal ini merupakan titik tolak dalam 
memandang hak dan kewajiban bagi seorang yang akan mempengaruhi pula 
kedudukannya dihadapan hokum. Dalam hokum positif di Indonesia anak 
diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau 
keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah 
pengawasan wali.3 
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Hal ini menunjukkan hukum positif tidak mengatur ada unifikasi hokum 
yang berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan usia bagi seorang 
anak.4 Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan hokum yang berlaku, 
yaitu : 
a. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang 
kesejahteraan anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, 
dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa, “ batas umur 21 tahun ditetapkan 
oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan 
social, tahap kematangan social, pribadi dan kematangan mental seorang anak 
dicapai pada umur tersebut. 
b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 
(delapan belas)tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
UU No. 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. 
Batas usia anak sangat penting berkaitan dengan upaya perumusan batasan 
upaya pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) terhadap seorang anak 
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yang melakukan tindak criminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang 
berlaku criminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.5  
Pengertian anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
diperluas dan mempersempit batasan usia anak yang dapat dimintakan 
pertanggungjawaban pidana, serta cenderung pada penggunaan anak pada sistem 
peradilan, yaitu anak yang berhadapan dengan hokum, anak yang menjadi korban 
tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 
Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa 
pengertian dan batas usia anak yaitu : 
1) Anak yang berhadapan dengan hokum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan yang 
menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 UU SPPA). 
2) Anak yang berkonflik dengan hokum yang selanjutnya disebut anak adalah 
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau 
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 
UU SPPA). 
3) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 
korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA). 
4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 
saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan 
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dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara di siding 
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau 
dialaminya sendiri. 
Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan anak yang harus 
mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Kata 
konflik menunjukkan adanya Suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat 
pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai 
permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum 
dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu 
perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.6  
Menurut Romli Atmasasmita, juvenile delinquency adalah setiap perbuatan 
tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang 
merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hokum yang berlaku serta dapat 
membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.7 Tindakan atau 
perbuatan pelanggaran norma, baik norma hokum maupun norma social yang 
dilakukan oleh anak diusia muda, tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan 
anak melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang 
tidak seimbang dan pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah 
dilakukannya.8 
Perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hokum ada 2 
(dua) kategori, yaitu : 
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a) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan 
oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak 
menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.9 
b) Junevile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 
dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran 
hukum.10 
2. Syarat- Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Anak Pidana 
Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak anak 
pidana sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah 
No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 
Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan haj warga binaan 
pemasyarakatan pada pasal 23 desebutkan bahwa anak pidana wajib mengikuti 
secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. 
Ketentuan mengenai program pembinaan dimaksud diatur dalam peraturan 
pemerintah. Anak pidana dapat dipindahkan dari suatu lapas ke lapas lain untuk 
kepentingan : Pembinaan, Keamanan dan ketertiban, Pendidikan, Proses 
peradilan, dan Lainnya yang dianggap perlu. 
Dalam pasal 22 UU pemasyarakatan disebutkan bahwa anak pidana 
memperoleh hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf g, 
yaitu “ mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan” 
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Menurut undang-undang No 12 Tahun1995 anak yang berkonflik dengan 
hokum yang ditempatkan di LPKA Pasal 18 ayat (1) wajib didaftar. Dalam pasal 
19 nya dikatakan bahwa pendaftaran sebagaiman dimaksud pasal 18 ayat (2) 
meliputi : 
a. Pencatatan : (Putusan pengadilan, Jati diri, Barang dan uang yang dibawa, 
Pemeriksaan kesehatan, Pembuatan pas foto, Pengambilan sidik jari dan 
Pembuatan berita acara serah terima anak pidana).  
3. Pidana dan Tindakan 
Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
dibentuk salah satunya karena anak merupakan amanah dam karunia Tuhan Yang 
Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa 
untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan 
khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. 
Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan 
yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan 
maupun peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Mengenai sanksi hukumannya secara garis besar saksi tersebut ada 2 (dua) 
macam, dalam pasal 69 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa : 
a. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan dalam 
ketentuan UU ini. 
b. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai 
tindakan. 
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 





dilarang atau diancam dengan pidana. Ada tiga golongan utama teori untuk 
membenarkan penjatuhan pidana: 
1) Teori absolut atau pembalasan  (vergeldings theorien) 
Teori pembalasan diartikan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang 
praktis. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan 
pidana. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu 
dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan. 
2) Teori relatif  atau tujuan (doelhteorien) 
Teori ini mencari dasar hokum pidana dalam menyelenggarakan tertib 
masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. 
Wujud pidana ini berbeda-beda ada yang menakutkan, meperbaiki atau 
membinasakan. 
3) Teori gabungan (verenigingstheorien) 
Teori gabungan yang dikemukakan oleh Pompe, menitik beratkan pada 
unsur pembalasan. Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. 
C. Tinjauan Umum Tentang Fiqh terhadap Pola Pengasuhan Anak 
1. Pengertia Fiqh Terhadap Pola Pengasuhan Anak 
Dalam perspektif fiqh, pengasuhan anak dikenal dengan istilah hadhanah 
yang merupakan segala kegiatan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-
laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, dengan 
tujuan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik 
jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup 
dan memiliki tanggungjawab, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Hanafiyah 
yang mendefinisikan hadhanah adalah usaha mendidik anak yang dilakukan oleh 
orang yang mempunyai hak mengasuhnya.11 
                                                          






Dalam ilmu fiqh tentang konsep hadhanah bahwa secara umum yang 
melakukan hadhanah adalah orangtuanya.12  Didala fiqh juga yang dimaksud anak 
adalah seorang mulai dia dilahirkan sampai ia baligh. Prinsip baligh menurut 
hokum islam adalah bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah dan bagi 
perempuan telah menstruasi. Sedangkan ulama mazhab Syafi’I dan Hambali 
berpendapat orang dewasa adalah orang yang telah berumur 15 tahun baik laki-
laki maupun perempuan.  Ruang lingkup hadhanah meliputi pemeliharaan anak 
itu sendiri, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain yang 
mempunyai hak untuk melakukan hadhanah terhadap anak.  
Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam pemaknaan hadhanah mengacu 
pada letak kemampuan  seorang anak untuk mengurus dirinya sendiri. Hal ini 
sebagaiman pendapat ulama Syafi’I yang mendefinisikan hadhanah adalah 
sebagai kegiatan pemeliharaan terhadap orang yang tidak dapat mengurus dirinya 
dengan apa yang permasalahan dihadapi baginya dan memeliharanya dari apa 
yang membahayakannya sampai ia dalam periode tamyiz.13 
Sebagaiamana dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 9: 
|·÷‚ u‹ø9 uρ š Ï%©!$# öθ s9 (#θ ä.t s? ôÏΒ óΟÎγ Ïù=yz Zπ −ƒÍh‘ èŒ $ ¸≈ yè ÅÊ (#θ èù%s{ öΝÎγ øŠn=tæ (#θ à)−Gu‹ ù=sù ©! $# 
(#θ ä9θà)u‹ ø9 uρ Zω öθs% # ´‰ƒ Ï‰y™  
Terjemahnya 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar. 
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Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa tanggung jawab orang tua dalam 
mengasuh anak 
adalah hukumnya wajib, akan tetapi jika terjadi suatu hal yang 
mengharuskan anak diasuh oleh orang lain atau lembaga lainnya tetap 
memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak selama masa pengasuhan 
anak.  
2. Syarat-syarat pengasuhan anak dalam Fiqh Hadhanah 
Berakal, Baligh, Mampu mendidik, Amanah, Bermoral, Beragama islam. 
Syarat-syarat tersebut merupakan suatu keharusan yang wajib dipenuhi oleh 
seorang pengasuh anak. Meskipun dikalangan ulama mazhab masih bertentangan 
tentang apakah islam menjadi syarat dalam asuhan. Hal ini sebagaimana pendapat 
ulama Mazhab Syafi’I dan Hambali yang mengatakan bahwa “ seorang kafir tidak 
boleh mengasuh anak yang beragama islam”. 
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak 
1. Pengertian Anak 
Di Indonesia sendiri pengertian anak masih mencakup batas usia anak14, 
batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat 
disebut sebagai anak15. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 
didalamnya melekat harkat dan martabat tersebut wajib kita jaga dan kita 
lindungi. 
Dalam pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan 
bahwa anak adalah orang dibawah umur 16 ( enam belas) tahun maka dari itu hal 
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anak dalam status hukum. 
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penuntutan pidana bagi orang yang belum dewasa karena melakukan suatu 
perbuatan sebelum umur 16 ( enam belas) tahun. 
Menurut undang-undang No 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 ( delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
2. Undang-Undang Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak 
Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggung jawab dan 
bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha 
perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan 
hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku 
tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan 
menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung 
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan 
kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak,pertama-tama 
didasarkan  atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan 
dan dependent.16 
Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan 
untuk melindungi anak-anak di Indonesia yang tidak semata-mata bisa didekati 
secara yuridis, tetapi juga perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan 
budaya. 
Perlindungan hak-hak bagi anak merupakan sebuah kewajiban yang 
dimilki setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat, ataupun pemerinta. Hal 
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tersebut sesuai dengan bunyi dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang perlindungan Anak yang menyatakan: 
“Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang 
tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan 
anak. 
Dari bunyi pasal tersebut, tentunya sudah jelasbahwa perlindungan anak 
menjai prioritas utama bagi setiap warga Negara. setiap warga Negara pada 
hakekatnya ikut bertanggung jawab akan perlindungan anak yang mana 
implementasi dari perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-
hak anak. Agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal 
sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi demi teruwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 
berakhlak mulia dan sejahtera. 
Pengaturan mengenai hak-hak anak di Indonesia saat ini pokoknya diatur 
dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan 
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak 
anak. Dalam pasal 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa 
hak-hak anak meliputi: 
Pasal 4 
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Pasal 5 








Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi 
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau 
wali. 
Pasal 7 
1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh 
oleh orang tuanya sendiri 
2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak 
diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 8 
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 
Pasal 9 
1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 
dan bakatnya. 
2)  Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikaan dari 
kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga pendidikan, 
sesame peserta didik, dan/atau pihak lain. 
3) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak 
yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, 








Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, 
dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 
pengembangan irinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 
Pasal 11 
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, 
bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 
Pasal 12 
Setiap anak yang menyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf  kesejahteraan sosial. 
Pasal 13 
1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua atau wali, atau pihak lain 
mana pun yang bertanggungg jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan :  
a. Diskriminasi 
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 
c. Penelantaran 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 
e. Ketidakadilan, dan 
f. Perlakuan salah lainnya 
2) Dalam hal orang tua, wali tau pengasuh anak melakukan segala bentuk 









1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 
terakhir. 
2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat1, anak tetap 
berhak: 
a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua 
orang tuanya 
b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan 
untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan 
kemampuan, bakat dan minatnya. 
c. Memperoleh pembiayaan hidup darikedua orang tuanya 
d. Memperoleh hak anak lainnya.    
Pasal 15 
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 
1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik 
2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata 
3) Pelibatan dalam kerusuhan social 
4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan 
5) Pelibatan dalam peperangan 
6) Kejahatan seksual 
Pasal 16 
1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi 





3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan 
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 
upaya terakhir 
Pasal 17 
1) Setiap anak yang dirampas kebebsannya berhak untuk : 
a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan 
dari orang dewasa 
b. Mempeoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara   efektif dalam 
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, c.Membela diri dan memperoleh 
keailn didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak sidang 
tertutup untuk umum. 
2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 
Pasal 18 
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan 







                                                          





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (Field 
Research) dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris. Penelitian ini 
bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 
gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Lokasi penelitian dilakukan 
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pare-Pare. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola 
fikir yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam 
ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 
menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan 
penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup 
kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner1. Adapun pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah: 
1. Pendekatan yuridis adalah suatu metode yang menekankan pada suatu 
penelitian yang melihat pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
                                                          






2. Penedekatan Normatif syar’I (Teologi Normatif), penedekatan ini melihat 
apa yang terdapat dalam al-Qur’an. 
3. Pendekatan sosiologi  di mana suatu pendekatan yang melihat kaidah-
kaidah yang terdapat pada penelitian ilmu sosiologi. Dalam penelitian ini 
mengajak untuk melihat kejadian yang terjadi dalam masyarakat.  
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis data yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 
individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuesioner yang 
biasa dilakukan oleh peneliti.2  
2. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder berupa bacaan-bacaan yang 
berkaitan atau relevan dengan penelitian seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel 
dari media atau internet. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
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yang memenuhi standar data yang ditetapkan.3Adapun metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Observasi, yaitu menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara 
langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. 4 
2. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan secara mendalam dan detail.5  
3. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk 
surat, catatan harian, cendera mata, artefak, dan foto.6 
4. Studi Kepustakaan, yaitu mengacu pada data-data yang tersedia yang 
pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan 
masalah yang ingin dipecahkan. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 
penelitian.7 Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut : 
                                                          
3Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D (Cet. 19; Bandung, 
Alfabeta CV, 2013), h. 42. 
4Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, h. 51 
5Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Bandung : Alfabeta, 
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141. 
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1. Peneliti sebagai instrumen utama 
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan 
3. Buku catatan dan alat tulis 
4. Kamera  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut: 
a. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
b. Coding data yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban menurut 
kriteria atau macam yang ditetapkan.8 
c. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian 
memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas. 
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2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan yaitu 
analisis data kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah upaya yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah 
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah,mensintesiskan, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pare-Pare terletak di 
Jl. Lingkar Tassiso Galung Maloang Bacukiki Kota Parepare. LPKA Parepare 
mulai beroperasi pada tanggal 30 juli 2012, dengan luas tanah 21.351 M2 dan luas 
bangunan 4.535 M2 dengan jumlah pegawai sebanyak 72 orang diantaranya 13 
wanita dan 59 laki-laki. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II 
Parepare terdapat tahanan dewasa yang jumlahnya jauh lebih banyak 
dibandingkan dengan jumlah narapidana anak. 
Kapasitas hunian di LPKA Kelas II Parepare menampung kurang lebih 
400 narapidana. Visi LPKA Parepare adalah memulihkan kesatuan hubungan 
hidup, kehidupan dan penghidupan anak sebagai individu, anggota masyarakat 
dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan institusi yang dibanggakan 
dalam memberikan pembinaan dan pendidikan yang beriman, berilmu kepada 
anak yang berkonflik dengan hokum yang berbasis budi pekerti. 
Untuk meraih visi tersebut, tentunya dilakukan dengan misi sebagai 
berikut : 
1. Membentuk anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang berkonflik 
dengan hukum ) menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan 
hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka 
sebagai generasi penerus bangsa. 
2. Mewujudkan keseimbangan, kemajuan anak yang berkonflik dengan 




sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa. 
3. Memulihkan kualitas hubungan anak  dengan keluarga dan masyarakat 
melalui upaya reintegrasi social 
4. Mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, keadilan, non 
diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat anak. 
5. Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, 
pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak. 
6. Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan dan kecerian anak agar 
dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggungjawab 
7. Menjadikan lembaga yang layak dan ramah anak berbasis budi pekerti, 
serta mempersiapkan anak yang berkonflik dengan hukum agar 
mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan setelh 
kembali lagi kemasyarakat. 
Pada LPKA Kelas II Parepare juga menerapkan kebijakan dari Direktorat 
jenderal Pemasyarakatan, kebijakan ini sebagai wujud kesiapan Ditjen 
Pemasyarakatan dalam pembentukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Secara 
yuridis, Ditjen Pemasyarakatan telah mempersiapkan kebijakan-kebijakan tentang 
LPKA antara lain : 
a. Rencana strategis Direktorat Bimkemas dan Pengentasan anak tahun 2014-
2019 (terutama rencana implementasi UU SPPA) 
b. Kajian model Hunian Anak 
c. Standar Bangunan LPKA  





Standar-standar Layanan Pemasyarakatan antara lain : standar pendidikan 
kesetaraan, standar pendidikan layanan khusus, standar pembinaan berbasis 
budipekerti, standar pendampingan, standar litmas, standar pembimbingan, dan 
beberapa standar yang masih dalam penyususnan (standar konseling dan standar 
psikososial ).Di LPKA Parepare sudah tersedia perpustakaan, klinik kesehatan. 
Selain itu kondidi bloknya sudah ramah anak, jumlah kamar hunian anak ada 5 
(lima) kamar, satu kamar dihuni oleh 5 orang anak. 
Kondisi LPKA Kelas II Parepare Tahun 2018 penghuninya mencapai 25 
anak dengan rincian sebaga berikut : 
Tabel 1.1 
Jumlah Narapidana Anak berdasarkan jenis tindak Pidana 
 
No Jenis Kejahatan Jumlah 
1. Senjata Tajam        1 
2. Pencurian        8 
      3. Penganiayaan        2 
4. Narkotika        5 
5. Perlindungan Anak        9 
           Total       25 
Sumber: Data Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)    Kelas II Parepare 
Tahun 2018 
Tabel 1.1 menunjukkan tindak kriminalitas yang dilakukan Narapidana 
anak di LPKA Kelas II Parepare didominasi oleh jeenis kejahatan Perlindungan 
Anak yang mana dalam pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa tindakan yang dengan sengaja 
ataupun memaksa anak melakukan persetubuhan baik dengan kekerasan, tipu 
muslihat, serangkaian pembohongan dan ajakan, sebanyak 9 kasus. Bervariasinya 




semakin meningkat, terbukti selain melakukan persetubuhan dengan anak, para 
narapidana anak juga melakukan pencurian dengan (8 kasus), senjata tajam (1 
kasus), penganiayaan (2 kasus), narkotika (5 kasus). Variasi tidak hanya terdapat 
pada kasus yang dilakukan oleh anak, usia anak pada saat melakukan tindakan 
kriminalitas juga bervariasi. 
Adapun golongan usia narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak Tahun 2018 di Parepare adalah sebagai berikut : 
Tabel 1.2 
Jumlah Narapidana Anak Berdasarkan Usia di LPKA Kelas II Parepare 
 
No   Usia        Jumlah 
1 15 Tahun           4 
2 16 Tahun           5 
3 17 Tahun          16 
Total           25 
Sumber: Data Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Parepare 
Tahun 2018 
Data dalam table tersebut menunjukkan usia 17 tahun merupakan usia 
terbanyak yang menjadi narapidana anak, yakni sebesar 16 narapidana anak. Usia 
16 tahun sebanyak 5 narapidana anak. Sedangkan usia 15 tahun sebanyak 4 
narapidana anak. 
Sedangkan pendidikan terakhir narapidana anak di LPKA Kelas II 











Narapidana Anak Berdasarkan Pendidikan Terakhir di LPKA Kelas II 
Parepare 
 
No Pendidikan Terakhir Jumlah 
1. SD    3 
      2.             SMP   12 
      3.             SMA                9 
      4.        Tidak Sekolah    1 
                 Total    25 
Sumber: Data Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Parepare Tahun 
2018 
Tabel 1.3 menunjukkan narapidana anak yang terdapat di LPKA 
merupakan mayoritas anak yang mempunyai pendidikan terakhir SMP dan SMA, 
sedangkan tingkat SD hanya 3 orang dan anak yang tidak sekolah terdapat 1 
narapidana anak. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan amat 
berpengaruh terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. 
Pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Parepare mempunyai tujuan 
agar setelah keluarnya narapidana anak dari LPKA, narapidana tidak lagi 
mengulangi tindak pidananya.Namun sepanjang tahun 2018 telah terjadi 
pengulangan tindak pidana oleh narapidana anak. Berikut disajikan dalam bentuk 
table : 
Tabel 1.4 
Tindak Pidana Ulang yang dilakukan mantan narapidana anak di LPKA 
Kelas II Parepare 
No  Jenis Tindak Pidana Ulang Jumlah 
1. Pencurian      2 
2. Narkotika      1 
 Total      3 





Pada table tersebut dapat kita lihat terjadinya pengulangan tindak pidana 
yang dilakukan oleh mantan narapidana anak sebanyak 3 kasus.Kasus 
pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana anak sebanyak 
3 kasus.Kasus pengulangan tersebut berupa pencurian sebanyak 2 kasus, dan 
narkotika sebanyak 1 kasus. Hal ini menunjukkan masih kurang efektifnya 
pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Parepare jika dikaitkan dengan tujuan 
pembinaan yang mana salah satu tujuannya agar narapidana tidak mengulangi lagi 
tindak pidananya setelah keluar dari LPKA Kelas II Parepare. 
 
B. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
Kelas II Parepare dalam Menerapkan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak 
Berdasarkan penjelasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), 
pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, 
professional, serta kesehatan jasmani rohani anak baik didalam maupun diluar 
proses peradilan pidana. 
Program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada anak 
dilakukan oleh petugas-petugas lembaga pembinaan.Petugas lembaga pembinaan 
ini disebut juga dengan wali, yang diberikan tugas tambahan sebagai orang tua 
pengganti selama anak dibina.Lembaga pembinaan khusus anak tidak hanya 
bertugas memberikan pembinaan, namun juga dituntut mampu menumbuhkan 
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Sumber: Data Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Parepare Tahun 
2018 
Selain jadwal kegiatan tersebut petugas LPKA Kelas II Parepare setiap 
malam jum’at melakukan yasinan hal ini diungkapkan oleh bapak Mustafa, S.Pd 
selaku Kasubsi Pemb dan Bimkemas “ para narapidana yang ada di LPKA Pare-
pare ini setiap malam jumat kita adakan yasinan tiada lain untuk lebih 
mendekatkan diri kita kepada sang pencipta”.1 
Menurut penulis kegiatan tambahan yang diberikan oleh petugas LPKA 
sangat efektif karena dengan kegiatan tersebut akan menyentuh sikap kerohanian 
para narapidana anak untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Hal 
tersebut pun dirasakan oleh salah satu narapidana anak Wahyu (15 tahun) saat 
penulis melakukan wawancara: 
“ kegiatan yasinan setiap malam jum’at ini menyadarkan saya untuk lebih 
dekat kepada sang pencipta dan juga menyentuh hati saya untuk tidak melakukan 
tindakan kriminal lagi”.2 
                                                          
1Mustafa, Kasubsi Pemb dan BIMKEMAS (bimbingan pemasyarakatan), LPKA Kelas II 
Parepare, wawancara, 18 September 2018 





Keterangan diatas menunjukkan bahwa dengan kegiatan tambahan 
pembinaan yang dilakukan oleh petugas akan menyentuh kesadaran mereka untuk 
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan apa yang di 
inginkan oleh LPKA serta menyentuh kesadaran mereka untuk tidak melakukan 
tindakan criminal lagi. 
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 14 yang 
menyatakan bahwa: 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, 
kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 
pertimbangan terakhir; 2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1, anak tetap berhak: a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara 
tetap dengan kedua orang tuanya, b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, 
pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang 
tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c) Memperoleh 
pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, d) Memperoleh hak anak lainnya.  
Dengan demikian, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang meliputi perlindungan, keadilan, non diskriminasi, 
kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, 
proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, 
penghindaran pembalasan. 
Asas-asas yang ada secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum.Dalam hal ini tentunya tugas Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan mampu menerapkan asas Sistem 
Peradilan Pidana salah satu diantaranya adalah Keadilan.Wujud dari suatu 




kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana  perlu mendapat bantuan dan 
perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus 
diperlukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan 
kemampuannya pada usia tertentu.3Salah satu hak yang wajib didapatkan anak 
adalah mendapatkan pendidikan. 
Berikut Asas Sistem Peradilan Pidana Anak : 
1. Perlindungan 
“Perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak 
langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. 
Selama penulis melakukan penelitian terkait tugas dan tanggung jawab 
LPKA Parepare terhadap asas sistem peradilan pidana anak yaitu asas 
perlindungan , anak-anak yang berada di LPKA merasa dilindungi hal ini 
diungkapkan oleh salah satu narapidana anak Muh. Syahril (17 tahun) pada saat 
wawancara:  
“selama saya berada di LPKA Kelas II Parepare ini saya merasa 
bersyukur karena dari pihak petugas selalu melindungi kami dari hal-hal yang 
bisa membahayakan kami dan juga memperhatikan kesehatan kami”4 
Keterangan diatas menunjukkan bahwa petugas memberikan perlindungan 
kepada narapidana anak tanpa membeda bedakan identitas narapida anak.Dari 10 
informan narapidana anak merasa cukup efektif pola perlindungan yang diberikan 
petugas kepada mereka. 
 
 
                                                          
3Wagiati Sutedjo, Wagiati Sutedjo, Efektifitas Pembinaan Narapidana Anak oleh 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-A(Tanjung Gusta: Medan, 2009) 





2. Keadilan  
Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus 
mencerminkan rasa keadilan bagi anak.Wujud dari suatu keadilan adalah dimana 
pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang .hak dan kewajiban bagi anak yang 
melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dari perlindungan agar 
seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan sesuai dengan 
situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan social dengan kemampuannya pada usia 
tertentu. 
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Vanni, S.H selaku pembimbing 
kemasyarakatan bahwa:  
“ kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencerminkan rasa keadilan 
kepada narapidana anak dengan memberikan hak dan kewajiban seimbang akan 
tetapi yang masih menjadi kendala disini adalah pemberian hak pendidikan bagi 
narapidana anak belum terealisasikan hanya saja pembinaan terus kita 
maksimalkan”5 
Hal ini juga diungkapkan oleh Narapidana Anak Ridwan (17 tahun) 
“saya selama di LPKA Parepare saya merasa tidak pernah dibeda 
bedakan dalam hal apapun, tetapi selama saya disini belum mendapatkan 
pendidikan hanya saja kegiatan pramuka selalu saya ikuti” 
Dari pernyataan tersebut tentunya hal pendidikan bagi anak harus 
diperhatikan, karena hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak 
pasal 9 yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 
dan bakatnya.6 Dan juga hal ini sesuai dengan pasal 85 UU SPPA poin ke-3 yaitu 
LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, 
dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
 
                                                          
5Vanni, bimbingan pemasyarakatan, LPKA Kelas II Parepare, wawancara, 19 September 
2018. 




3. Non diskriminasi 
 “Non diskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda 
didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan 
bahasa, status hokum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik atau mental. 
Dari hasil wawancara yang didapatkan penulis tidak ada tindakan 
diskriminasi oleh petugas terhadap narapidana anak, hal ini diungkapkan oleh 
salah satu informan naraidana anak Rizal (18 tahun) 
“saya selama disini Alhamdulillah belum pernah mendapatkan perlakuan 
diskriminasi dari petugas dan semoga sampai saya keluar dari LPKA ini saya 
tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi baik dari petugas atau dari 
narapidana lain”7 
4. Kepentingan terbaik anak 
Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik anak”adalah segala 
pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan 
tumbuh kembang anak. 
Dalam LPKA Kelas II Parepare ini selama penulis melakukan penelitian 
kepada 10 informan narapidana anak, kepentingan terbaik anak menurut penulis 
lumayan diperhatikan hal ini terbukti dari hasil wawancara salah satu diantaranya 
narapidana anak M. Jayardi (17 tahun) mengungkapkan: 
“selama saya disini para petugas selalu memberikan yang terbaik bagi 
kami   contohnya mereka menyediakan wadah pramuka, karena disekolah saya 
sebelumnya saya aktif di pramuka namun untuk tumbuh kembang kami masalah 
makanan masih perlu diperhatikan”8 
Masalah pemberian makan bagi anak menurut penulis masih harus 
diperhatikan, pemberian makan kepada narapidana anak selama 3 kali dalam 
sehari merupakan hak bagi narapidana anak untuk mendapatkan makanan yang 
                                                          
7Rizal, Narapidana Anak, LPKA Kelas II Parepare, wawancara, 18 September 2018 




layak sebagaimana yang terdapat dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang lembaga 
pemasyarakatan. Dari hasil wawancara peneliti, anak binaan merasa lauk seperti 
tempe tidak memiliki rasa bahkan seperti spon. Menurut penulis, pemberian 
makanan sesuai dengan gizi yang ditentukan merupakan hal yang harus dilakukan 
oleh LPKA. 
5. Penghargaan terhadap pendapat anak 
Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak 
untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, 
terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. 
Dalam hal ini menurut penulis  salah satu hal yang mempengaruhi tumbuh 
kemang anak adalah penyediaan ruang baca karena meskipun mereka berada 
dalam masa pidana mereka berhak mendapat sarana ruang baca. Dan hal ini di 
LPKA Kelas II Pare-pare telah menyediakan perpustakaan dan hal tersebut cukup 
efektif seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan narapidana anak Fahrul 
(18 tahun): 
“ saya merasa bersyukur karena di tempat ini disediakan perpustakaan 
meskipun ukurannya tidak terlalu besar tetapi dengan adanya perpustakaan ini 
cukup efektif bagi saya pribadi untuk lebih sering membaca apalagi kalau tidak 
ada kegiatan dari petugas”9 
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak 
Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang 
paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga dan orang tua. 
Menurut penulis hal yang berperan penting bagi kelangsungan hidup dan 
tumbuh kembang anak selama berada di lembaga pembinaan khusus anak adalah 
kunjungan orang tua, hasil wawancara dari 10 informan merasa bahwa mereka 
                                                          





jarang dikunjungi oleh orang tua mereka apalagi salah satu diantara mereka 
selama berada di LPKA Kelas II Parepare belum pernah mendapat kunjungan dari 
orang tuanya, hal ini diungkapkan oleh salah satu narapidana anak Reski 
Bayangkara (17 tahun): 
“ saya selama berada di Lembaga ini belum pernah mendapat kunjungan 
dari orang tua saya, mungkin karena jarak mereka ke tempat ini lumayan jauh, 
dan tentunya saya merasa sedih melihat teman-teman orang tuanya berkunjung 
kesini”.10 
Besuk atau kunjungan merupakan hal yang penting bagi anak karena anak 
memiliki mental yang belum stabil sehingga anak memerlukan kunjungan dari 
kerabat-kerabatnta terutama dari keluarga sendiri, sesuai dengan asas terjaminnya 
hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. 
Kunjungan keluarga ini diharapkan dapat memberi semangat bagi mereka 
untuk hidup sementara di LPKA, dan mereka merasa tidak ditinggalkan oleh 
keluarganya. Selain itu  warga binaan juga diperbolehkan berhubungan dengan 
orang lain yang bukan keluarganya, seperti pejabat yang berkunjung ke LPKA, 
Rohaniawa, atau seniman.11Dari hasil penelitian, di LPKA Parepare narapidana 
anak belum tahu bahwa mereka berhak memperoleh cuti mengunjungi 
keluarganya hal ini sesuai dengan UU SPPA pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 
2012. 
7. Pembinaan dan Pembimbingan Anak 
Pembinaan dan pembimbingan anak adalah kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan 
                                                          
10Reski Bayangkara, Narapidana Anak, wawancara LPKA Kelas II Parepare Selasa,18 
September 2018 
11Nashriana, perlindungan hukum pidana anak bagi anak di Indonesia, (Jakarta:Rajawali 




perilaku, pelatihan keterampilan, profersional, serta kesehatan jasmani dan rohani 
anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. 
Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan 
untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profersional, serta 
kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pembinaan dan 
pembimbingan yang diberikan oleh LPKA suda efektif hal ini seperti pernyataan 
sebelumnya dari bapak Mustofa adanya kegiatan ruti yasinan hal ini membuktikan 
bahwa pemberian tuntutan untuk meningkatkan kulaitas ketakwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, selain itu juga sarana olahraga mebuktikan bahwa kesehatan 
jasmani juga diperhatikan di LPKA Kelas II Parepare ini hal ini diungkapkan oleh 
salah satu informan narapidana anak Vikri (17 tahun): 
“saya merasa senang di LPKA ini karena setiap pagi kita melakukan 
senam kebugaran dan juga ditempat ini disediakan lapangan olahraga seperti 
halnya lapangan sepak bola dan tentunya ini juga menjadi hiburan karena 
kebetulan saya juga menyukai sepak bola,dan ini membuat saya jadi rindu sama 
teman teman saya dikampung”. 
Meskipun sarana di LPKA Kelas 11 Parepare cukup memadai akan tetapi 
hal yang cukup penting menurut penulis adalah pembimbingan, di LPKA Pare 
pare ini selama penulis melakukan penelitian dari hasil wawancara mereka tidak 
mendapatkan satu wali/pengasuh untuk 10 orang anak yang harus memeriksa 
masing-masing anak dan membuat catatan atas kemajuan masing-masing anak 
setiap minggunya dalam berkas anak. Catatan ini adalah untuk ditinjau ulang pada 




wali/pengasuh diawasi oleh pejabat pada bagian pembinaan dan 
bertanggungjawab kepada kepala LPKA12. 
Dalam Asas Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diantaranya asas 
proporsional,perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, 
serta penghindaran pembalasan, selama penulis melakukan penelitian di LPKA 
Parepare sejauh ini narapidana anak masih dalam lingkup kedisiplinan mereka 
menaati aturan sehingga tidak ada perampasan kemerdekaan ataupun pemidanaan 
sebagai upaya terakhir.  
Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Parepare 
terlepas dari tugas dan tanggung jawab LPKA terhadap asas Sistem Peradilan 
Pidana Anak (SPPA) ternyata Lembaga tersebut bukan hanya di huni oleh 
Narapidana Anak melainkan juga dihuni oleh narapidana dewasa hal ini 
diungkpakan oleh Bapak Jayadi Kusumah selaku Kepala LPKA Kelas II Parepare: 
“di LPKA Parepare ini memang seharusnya hanya dihuni oleh 
narapidana anak akan tetapi melihat kuantitas narapidana anak maka di LPKA 
parepare ini juga dihuni oleh narapidana dewasa yang jumlahnya lebih banyak 
dibandingkan narapidana anak serta di LPKA Pare-pare ini juga dihuni oleh 
para narpidana wanita”13 
Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap narapidana anak sebagian 
dari mereka ada yang merasa terganggu karena suara mereka.Hal ini juga tentunya 
harus mendapatkan perhatian karena berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana 
Anak Nomor 11 Tahun 2012 poin ke-2 yaitu dipisahkan dari orang dewasa. 
Selama penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Parepare penggunaan fasilitas seperti pakaian LPKA juga 
                                                          
12Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, tanpa tahun terbit, Pedoman Perlakuan 
Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Jakarta,h.18. 




dipakai oleh narapidana dewasa, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Khalik 
selaku pembimbing kemasyarakatan  
“pemakaian baju LPKA oleh narapidana dewasa itu merupakan salah 
satu hak narapidana mendapat perawatan jasmani salah satunya adalah 
pemberian perlengkapan pakaian”14 
Dari pernyataan tersebut menurut penulis penggunaan fasilitas seperti 
pakaian tentunya hanya diperuntukkan oleh narapidana anak, akan tetapi di LPKA 
Kelas II Parepare penggunaan fasilitas juga diperuntukkan oleh narapidana 
dewasa, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Khalik selaku pembimbing 
kemasyarakatan 
”idealnya memang penggunaan fasilitas LPKA hanya diperuntukkan oleh 
narapidana anak akan tetapi tiap daerah biasa mengalih fungsikan rutan jadi 
lapas begitupun lapas jadi LPKA” 
“dan juga berhubung narapidana dewasa ditempatkan di LPKA makanya 
mereka juga mendapat fasilitas pakaian LPKA. Apalagi realita sekarang lapas 
dan rutan sudah banyak overkapasitas” 
Dari pernyataan tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus 
dari pemerintah setempat terkait penggunaan fasilitas narapidana anak yang juga 
dipergunakan oleh narapidana dewasa. 
C. Pola Pembinaan Anak dalam Pandangan Fuqaha 
Pola pembinaan pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan 
sehari-hari dengan anak-anak asuh yang disertai tindakan dari lembaga atau 
pengasuh untuk membentuk anak menjadi lebih baik. Pola pembinaan merupakan 
cara atau tekhnik yang dipakai oleh lembaga atau pengasuh didalam mendidik dan 
membimbing anak-anak asuhnya agar kelak menjadi orang yang berguna. 
 
                                                          






Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:8 
#sŒ Î)uρ u|Ø ym sπ yϑó¡ É)ø9$# (#θä9 'ρé& 4’ n1öà)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ ßÅ6≈|¡yϑø9 $#uρ Νèδθ è%ã— ö‘$ sù çµ÷ΨÏiΒ (#θ ä9θ è%uρ óΟ çλ m; 
Zω öθ s% $]ùρã ÷è ¨Β     
Terjemahnya: 
dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang 
miskin, Maka berilah mereka dari harta itu  (sekedarnya) dan ucapkanlah 
kepada mereka Perkataan yang baik.15 
 
Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:9 
 
|·÷‚ u‹ø9 uρ š Ï%©!$# öθ s9 (#θ ä.t s? ôÏΒ óΟÎγ Ïù=yz Zπ −ƒÍh‘ èŒ $ ¸≈ yè ÅÊ (#θ èù%s{ öΝÎγ øŠn=tæ (#θ à)−Gu‹ ù=sù ©! $# 
(#θ ä9θà)u‹ ø9 uρ Zω öθ s% # ´‰ƒ Ï‰y™     
Terjemahnya: 
dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar. 
Dengan demikian sebagai orang yang beriman kita harus saling 
menyayangi dan mengasihi kepada sesame umat muslim dimanapun kita berada, 
terlebih kepada anak yatim, orang miskin, kerabat dekat maupun jauh dan orang-
orang yang lemah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Lukman/31:13 
 
øŒ Î)uρ tΑ$ s% ß≈yϑø)ä9 Ïµ ÏΖö/eω uθèδ uρ …çµ ÝàÏètƒ ¢ o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Îô³è@ «!$ Î/ ( āχÎ) x8÷Åe³9 $# íΟ ù=Ýà s9 ÒΟŠÏàtã   
Terjemahnya: 
dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
                                                          




mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar".16 
firman Allah SWT dalam Q.S Lukman/31:17 
¢ o_ç6≈ tƒ ÉΟ Ï%r& nο4θ n=¢Á9 $# ö ãΒ ù&uρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $ Î/ tµ ÷Ρ$#uρ Çtã Ì s3Ζßϑø9 $# ÷É9 ô¹$#uρ 4’ n? tã !$ tΒ y7 t/$ |¹r& ( ¨βÎ) 
y7 Ï9≡ sŒ ô ÏΒ ÇΠ ÷“tã Í‘θ ãΒ W{$#    
Terjemahnya: 
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 
baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 
terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu 
Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).17 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai orang tua memiliki kewajiban 
mengajarkan akidah dan menanamkan nilai-nilai agama islam kepada anak-
anaknya. Hal tersebut merupakan kewajiban untuk membentuk seorang anak yang 
sholeh, berkarakter islam dan berakhlak mulia. 
Dari pengertian pembinaan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 
pembinaan adalah agar tercapainya kesempurnaan, artinya untuk mengadakan 
peningkatan dari yang sebelumnya. Bila sebelumnya kurang baik dan tidak sesuai 
dengan yang diinginkan. Dengan demikian tujuan dari pembinaan keagamaan 
adalah mewujudkan manusia yang mempercayai dan menjalankan ajaran agama 
islam dengan sepenuhnya. 
                                                          
16 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 412 





Karena pembinaan ini ditujukan kepada anak yang nantinya akan berperan 
dalam pembinaan generasi muda pada umumnya dan kehidupan moral serta 
agamanya. 
D. Tinjauan Fikih dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Peran 
LPKA Kelas II Parepare 
1. Tinjauan Fikih Terhadap Peran LPKA Kelas II Parepare 
Anak yang berada dalam lembaga pembinaan tentunya mendapatkan pola 
pengasuhan yang layak dalam hal ini petugas lembaga pembinaan khusus anak 
yang berperan sebagai pengganti orang tua.Lembaga pembinaan khusus anak 
tidak hanya bertugas memberikan pembinaan, namun juga dituntut mampu 
menumbuhkan rasa percaya diri pada anak dengan pola pembinaan yang 
dilaksanakan. 
Kpercayaan diri seorang anak yang berada di Lembaga pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) akan tumbuh jika diberikan format yang efektif dan menyentuh 
kesadarannya. Rasa percaya diri anak yang tumbuh akan menentukan berhasil 
tidaknya ia kembali kedalam masyarakat. Sehingga pembinaan dan pengasuhan 
anak dalam LPKA sangat diperlukan. 
Pada penelitian ini, terkait tinjauan Fikih terhadap peran LPKA Kelas II 
Parepare peneliti mendapatkan peran petugas sudah efektif terlihat dari asas 
perlindungan serta asas pembinaan dan pembimbingan yaitu dimana pada saat 
penulis melakukan wawancara terhadap Pegawai  LPKA Parepare memberikan 
kegiatan rutin yaitu adanya kegiatan yasinan pada malam jum’at, serta 
ketersediannya perpustakaan. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan tinajuan fikih peran LPKA 
Kelas II Parepare dilihat dari pola pengasuhan menurut Mazhab Hanafi 




mempunyai hak mengasuhnya”.Kontribusi LPKA Parepare sudah terlaksana 
dengan baik dilihat dari segi pembinaan kerohanian, peningkatan minat baca bagi 
narapidana anak dan lain-lain. 
2. Tinjauan UU Perlindungan Anak Terhadap Peran LPKA Kelas II 
Parepare 
Perlindungan hak-hak bagi anak merupakan sebuah kewajiban yang 
dimilki setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat, ataupun pemerinta. Hal 
tersebut sesuai dengan bunyi dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang perlindungan Anak yang menyatakan: 
“Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang 
tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan 
anak. 
Selama penulis melakukan penelitian terkait tugas dan tanggung jawab 
LPKA Parepare terhadap asas sistem peradilan pidana anak yaitu asas 
perlindungan , anak-anak yang berada di LPKA merasa dilindungi hal ini 
diungkapkan oleh salah satu narapidana anak Muh. Syahril (17 tahun) pada saat 
wawancara:  
“ selama saya berada di LPKA Kelas II Parepare ini saya merasa 
bersyukur karena dari pihak petugas selalu melindungi kami dari hal-hal yang 
bisa membahayakan kami dan juga memperhatikan kesehatan kami”18. 
Keterangan diatas menunjukkan bahwa petugas memberikan perlindungan 
kepada narapidana anak tanpa membeda bedakan identitas narapida anak.Dari 10 
informan narapidana anak merasa cukup efektif pola perlindungan yang diberikan 
petugas kepada mereka. Namun masalah pendidikan sebagaimana dalam UU 
Perlindungan anak pasal 9 yang berbunyi “ setiap anak berhak memperoleh 
                                                          





pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, di LPKA Parepare belum 
terealisasikan hal ini diungkapkan oleh Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Vanni, 
S.H selaku pembimbing kemasyarakatan “ kami berusaha semaksimal mungkin 
untuk mencerminkan rasa keadilan kepada narapidana anak dengan memberikan 
hak dan kewajiban seimbang akan tetapi yang masih menjadi kendala disini 
adalah pemberian hak pendidikan bagi narapidana anak belum terealisasikan 
hanya saja pembinaan terus kita maksimalkan”19 
Namun terlepas dari asas perlindungan, Peran LPKA Kelas II Parepare 
memberikan kontribusi yang cukup efektif terkait asas sistem peradilan pidana 
anak seperti halnya asas non diskriminasi, keadilan, kepentingan terbaik anak 
serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.Hal tersebut tentunya sudah 
sejalan dengan UU Perlindungan Anak. 
 
                                                          







Berdasarkan hasil penelitian terkait peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) Kelas II Parepare dalam Menerapkan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak 
(Perspektif Fiqh dan UU Perlindungan Anak), maka diperoleh kesimpulan antara 
lain:  
1. Tugas dan tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 
Parepare sudah cukup efektif terlihat dari asas sisitem peradilan pidana 
anak seperti halnya asas perlindungan, non diskriminasi, dan 
keadilan,kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, 
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta pembinaan dan 
pemingbingan anak,terbukti dengan adanya kegiatan rutin yaitu yasinan 
tentunya memberikan efek positif bagi narapidana untuk lebih 
mendekatkan diri kepada Allah SWT, kegiatan kerohanian sehingga anak 
tersebut sadar terhadap tindakan yang telah diperbuat. Akan tetapi dalam 
LPKA Parepare terdapat narapidana dewasa yang jumlahnya lebih banyak 
dibandingkan dengan narapidana anak. 
 
2. pembinaan adalah agar tercapainya kesempurnaan, artinya untuk 
mengadakan peningkatan dari yang sebelumnya. Bila sebelumnya kurang 
baik dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian tujuan 
dari pembinaan keagamaan adalah mewujudkan manusia yang 
mempercayai dan menjalankan ajaran agama islam dengan sepenuhnya. 
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Karena pembinaan ini ditujukan kepada anak yang nantinya akan berperan 
dalam pembinaan generasi muda pada umumnya dan kehidupan moral 
serta agamanya. 
3. Tinjaun Fikih dan UU Perlindungan Anak terhadap peran LPKA Kelas II 
Parepare menunjukkan bahwa kontribusi petugas LPKA sudah cukup 
efektif. Namun dalam hal pendidikan narapidana anak belum teralisasikan 
hal tersebut tentunya harus mendapat perhatian karena anak meskipun 
dalam masa pidananya harus tetap mendapat pendidikan, hal ini juga 
tentunya sudah termaktub dalam UU Perlindungan Anak, selain itu juga 
terkait sarana dan prasarana di LPKA Parepare sudah cukup efektif 
terhadap tumbuh kembang anak hal ini terlihat adanya sarana olahraga 
serta tersedianya perpustakaan dan poliklinik. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Dari hasil penelitian ini saya memberikan saran berdasarkan kesimpulan 
penelitian : 
1. Memberikan pendidikan, keterampilan kepada narapidana anak untuk 
kelangsungan dan tumbuh kembang anak. 
2. Meningkatkan jumlah fasilitas sarana guna menunjang pembinaan agar 
program pembinaan dapat dilaksanakan dengan optimal 
3. LPKA Parepare seharusnya hanya dihuni oleh narapidana anak dalam hal 
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